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ABSTRACT

Article 1 Number 37 of Law no. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. The
realization of PBB receipts in LND District experienced instability. The formulation of the research
problem: 1. Implementation of PBB collection with the use of collectors in the LND District, Pasbar
Regency?2. How is the realization of PBB payments by collectors in LND Subdistrict, Pasbar
Regency?3 What are the obstacles faced by Collectors in collecting PBB in LND Subdistrict, Pasbar
Regency? 4 Are the efforts made by collectors to face problems in collecting PBB in the LND District,
Pasbar Regency. The type of research used is sociological juridical. The data includes primary and
secondary data. Data were collected qualitatively. Based on the research, it shows: 1. From the
results of the study that the implementation of PBB collection for the use of collectors in the LND
District in Pasbar Regency has not been carried out properly. 2. Realization of PBB payments by
collection by collectors in LND District, Pasbar Regency. The realization of PBB with tax collection
by collectors in Table 3.11 every year from 2017-2019 has not been achieved according to the target
set by the Pasbar Regency Dispenda 3. Obstacles faced by collectors are the difficulty of finding
taxpayers outside the city and even outside the island. The existence of taxpayers outside the region
and even outside the island is difficult to contact 4. Efforts made by collectors are visiting taxpayers'
families for taxpayers

Keywords: Land and Building Tax, Collector, Pasaman Barat.

I PENDAHULUAN

Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Dasar
1945yang menyebutkan segala tindakan yang
menempatka beban kepada rakyat, seperti pajak
dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan
undang-undang yaitu dengan persetujuan DPR.
Ketentuan-ketentuan perpajakan yang
merupakan  landasan  pemungutan  pajak
ditetapkan dengan undang-undang. Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun
2012 tentang Pajak Daerah, Peraturan Bupati
Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan, Tahapan Pengelolaan dan Insentif
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan. Pasal 1 Angka 10 Pajak daerah yang
selanjutnya disebut pajak adalah konstribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan
diguanakan untuk keperluan daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 1
Angka 37 bahwa Pajak bumi dan Bangunan
Perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan.

Tabel 1.

Target dan Realisasi Penerimaan PBB di
Kecamatan Luhak Nan Duo

NO Tahun Target _(dalam Realisas.i (dalam %
rupiah) rupiah)
1 2017 280.179.589 223.381.963 79.73
2 2018 40.123.317 29.181.702 72.73
3 2019 274.907.340 177.348.408| 64.51

Sumber: Kantor Dispenda Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2021.

Rumusan masalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan
pajak bumi dan bangunan dengan
pemanfaatan kolektor di Kecamatan
Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman
Barat?

2. Bagaimana realisasi pembayaran PBB
dengan pemungutan oleh kolektor di
Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten
Pasaman Barat?

3. Apakah Kendala-kendala yang dihadapi
oleh Kolektor dalam pemungutan pajak
bumi dan bangunan di Kecamatan



Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Analisis data yang digunakan dalam

Barat? penelitian ini adalah analisis data
Apakah upaya yang dilakukan oleh kualitatif. (Lexy J. Meleong, 2010:25).
kolektor menghadapi kendala dalam

pemungutan pajak bumi dan bangunan 1. HASIL  PENELITIAN DAN
di Kecamatan Luhak Nan Duo PEMBAHASAN

Kabupaten Pasaman Barat? ) )
A. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi

METODE PENELITIAN dan bangunan dengan pemanfaatan
Metode pendekatan kolektor di Kecamatan Luhak Nan Duo
Metode pendekatan yang dilakukan Kabupaten Pasaman Barat. _
adalah yuridis sosiologis. (Ronny Pajak bumi dan bangunan sejak 1
Hanitijo Soemitro, 1982:15) Januari 2010 sudah dijadikan pajak daerah,
Sumber Data oleh karena itu dalam pengelolaan pajak
a. Data Primer harus terpikir untuk menambah PAD

Data yang diperoleh langsung di daerah. Salah satu pajak daerah merupakan

lapangan dengan melakukan unsur dari pendapatan asli daerah.

wawancara kepada 1 orang pegawai

Dinas Pendapatan Daerah Tabel 3.2

Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di

Kabupaten Pasaman Barat yaitu, Kecamatan Luhak Nan Duo Tahun 2017-

Ibu Delfina Syafrina sebagai bidang
pendapatan, 1 orang pegawai
Kantor ~ Walinagari ~ Kecamatan
Luhak Nan Duo vyaitu lbu Susi
Mayenti sebagai sekretaris, 2 orang
kolektor kecamatan Luhak Nan
Duo Kabupaten Pasaman Barat
yaitu Ibu Darmiati dan Bapak

2019

Yulisman. P Q S ——

b. Data Sekunder Sumber: Kantor Dispenda Kabupaten Pasaman
Data sekunder pada penelitian ini Barat Tahun 2021.
diperoleh  dari  kantor  Pajak
Kabupaten Pasaman Barat yang Berikut struktur alur penujukan kolektor untuk
melakukan  kegiatan  sosialisasi memungut pajak bumi dan bangunan:

mengenai  Pajak Bumi  dan

Bangunan.

c. Data tersier adalah bahan-bahan _
yang memberikan petunjuk melalui

internet, serta kamus-kamus besar.

[ 3orona | — [ <otektor |%| Wajib Pajak |

Teknik Pengumpulan Data Sumber: Kantor Wali Nagari Kapar Kecamatan
a.  Studi dokumen Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Tahun
Studi dokumen adalah  teknik 2021.

pengumpulan data dengan cara Tabel 3.3

mempelajari  bahan kepustakaan Adapun kolektor-kolektor yang

atau literatur-literatur. ditugaskan di Kecamatan Luhak Nan
b. Wawancara. _ Duo dilihat pada tabel berikut ini:
Wawancara dilakukan kepada 2 M Simmans Tige e s ptettor
(dua) orang kolektor di Kecamatan S Some Wiratama
4a Pt:u'_orah_ayu Dirliyanti .
Luhak Nan Duo, 1 (satu) orang s _[Siinam STt
kepala kantor Dinas Pendapatan & Plasmal Sani
Daerah (Dispenda), dan 1 (satu) 10 iSapa Tamur Tl Erawa
apa Selatan armiati
orang masyarakat yang mengurus 12 rubuak pudiang  Mirasan
PBB 14 Padang Laweh 1bnu Hasanusi

1s Mahakarya Fitra Adesti
.. 16 Sariak Ricky Saputra
Anallsls Data 17 Simpang Tiga Marasoli
is Ophir Wisnu A. Utama
19 Padang Belimbing Ervi Julia



Sumber: Kantor Walinagari Kecamatan Luhak
Nan Duo Tahun 2021.

B. Realisasi pembayaran PBB dengan
pemungutan  oleh kolektor  di
Kecamatan Luhak Nan Duo
Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Penerimaan PBB di
Kecamatan Luhak Nan Duo

NO Tahun Target _(dalam Realisas_i (dalam
rupiah) rupiah)
1 2017 280.179.589 223.381.963
2 2018 40.123.317 29.181.702
3 2019 274.907.340 177.348.408

Sumber:  Kantor Dispenda  Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2021.

Realisasi PBB dengan
pemungutan pajak oleh kolektor belum
terlaksana secara baik karena dapat
dilihat dari tabel di atas target dan
realisasi belum memenuhi sesuai yang
ditargetkan. Pada tahun 2020karena
keadaan covid maka pemungutan pajak
ditiadakan Pada tahun 2020 karena
keadaan covid maka pemungutan pajak
ditiadakan berdasarkan Surat Edaran
Bupati Pasaman Barat Nomor
970/391/BAPD/2020 tentang Pemberian
Stimulus (pengurangan) Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan untuk
sektor pajak orang pribadi tahun 2020
(wawancara dengan Ibu Defina Syafrina,
2021).

C. Kendala-kendala yang dihadapi oleh

Kolektor dalam pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan di Kecamatan
Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman
Barat.

Kendala yang dihadapi dilapangan, Adanya
wajib pajak di luar daerah bahkan di luar
pulau jadi untuk menghubungi wajib pajak
tersebut sangat sulit karena tidak bisa
dihubungi baik itu alamat maupun nomor
handphonenya. Sebagian ada masyarakat
yag tidak mau bayar pajak dikarenakan
masyarakat tersebut tidak mendapatkan
bantuan dari wali nagari sementara
masyarakat tersebut rajin bayar pajak,
untuk itu pihak kolektor yang memungut
memberikan pemahaman kepada
masyarakat untuk mau membayar pajak.(
Wawancara dengan lbu Darmiati, 2021).

Kendala yang sering ditemukan oleh
Kolektor dalam memungut pajak ke
masyarakat, sebagian masyarakat tidak
mau membayar pajak dengan alasan
dikarenakan masyarakat tersebut tidak
pernah  mendapatkan  bantuan  dari
walinagari, oleh sebab itu masyarakat
tidak mau membayar pajak. (Wawancara
dengan Bapak Yulisman, 2021).

D. Upaya yang dilakukan oleh kolektor

dalam pemungutan pajak bumi dan

bangunan di Kecamatan Luhak Nan

Duo Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun optimalisasi pemungutan PBB

Dispenda Kabupaten Pasaman Barat adalah:

1. Pemberian pengarahan, masukan
mengenai PBB yang diberikan pegawai
Dispenda yakni:

a. Pelaksanaan Kkegiatannya yang
isinya berupa materi bagi
petugas pemungut, yang
nantinya  bermanfaat  bagi
petugas pemungut itu sendiri.

b. Monitoring ke lapangan,

c. Bulan bakti penyuluhan,

d. Penegasan SK Bupati melalui
Camat dimaksudkan agar kolektor
bisa bekerja lebih efektif dan
efisien.

2. Masyarakat wajib pajak
Penduduk Kecamatan Luhak
Nan Duo berjumlah 41.917 jiwa dengan
luas wilayah 174,21 km2. Dalam
pelaksanaan pemungutan pajak bumi
dan bangunan dengan pemanfaatan
kolektor di Kecamatan Luhak Nan Duo
setiap tahunnya berdasarkan

DHKP/SPPT yang diberikan Dispenda

ke Nagari.

IV PENUTUP

ASIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan dalam penelitian ini sebagai
berikut:

1. Tugas Pelaksanaan pemungutan pajak
bumi dan bangunan dengan
pemanfaatan kolektor di Kecamatan
Luhak Nan Duo di Kabupaten
Pasaman Barat belum terlaksana
dengan baik, akan tetapi kolektor
sudah rutin melaksanakan pemungutan
setiap tahunnya.



2.

3.

4.

Realisasi pembayaran PBB dengan
pemungutan  oleh  kolektor  di
Kecamatan Luhak Nan Duo
Kabupaten Pasaman Barat. Realisasi
PBB dengan pemungutan pajak oleh
kolektor pada Tabel 3.11 setiap
tahunnya dari Tahun 2017-2019 beum
tercapai sesuai target yang ditentukan
oleh Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat.
Kendala-kendala yang dihadapi oleh
kolektor dalam pemungutan pajak
bumi dan bangunan di Kecamatan
Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman
Barat. Adanya wajib pajak di luar
daerah bahkan di luar pulau jadi untuk
menghubungi wajib pajak tersebut
sangat sulit.

Upaya yang dilakukan oleh kolektor
dalam pemungutan pajak bumi dan
bangunan di Kecamatan Luhak Nan
Duo Kabupaten Pasaman Barat yaitu
wajib pajak/masyarakat yang tidak
ditemui oleh kolektor dirumah dan
yang susah ditemui dikarenakan di
luar daerah bahkan di luar pulau
dengan menghubungi keluarga wajib
pajak untuk disampaikan kepada wajib
pajak yang berada di luar daerah dan
di luar Pulau tersebut.

B.SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, maka

3. Adanya  sanksi

penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pajak bumi dan

bangunan perlu dukungan dari semua
pihak baik itu masyarakat selaku wajib
pajak dan termasuk Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Pasaman Barat

2. Perlunya Dispenda pendataan ulang

untuk wajib pajak dan ditingkatkan
sosialisasi  kepada masyarakat di
kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten
Pasaman Barat

administrasi  dan
penghargaan kepada masyarakat |
kolektor atau pegawai Dispenda
Kabupaten Pasaman Barat sehingga apa
yang diharapkan tercapai terutaman
dalam meningkatkan target pajak bumi
dan bangunan di Kecamatan Luhak
Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

Perlu ditingkatkan kesadaran dari wajib
pajak untuk membayar pajak bumi dan
bangunan dan perlunya pendataan ulang
wajib pajak oleh Dispenda.
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